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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

DAN PELAPORAN KEUANGAN

DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf g Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Menteri Ketenagakerjaan sebagai pengguna

anggaran/barang di kementerian mempunyai tugas

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan

Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4786);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang

Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5333);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015

tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413);

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015

tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di
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Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN PELAPORAN

KEUANGAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi

pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan serta untuk

menciptakan kelancaran dalam pelaporan keuangan di

kementerian.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. kebijakan umum akuntansi dan pelaporan keuangan;

b. kebijakan akuntansi pendapatan;

c. kebijakan akuntansi beban dan belanja;

d. kebijakan akuntansi aset; dan

e. kebijakan akuntansi kewajiban.

Pasal 3

Pedoman akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan

di kementerian ketenagakerjaan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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